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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan perizinan biro perjalanan
di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang kemudian ditinjau dari teori
kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana
dalam Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pariwisata dengan fakta yuridis di lapangan ditemukan
masih adanya biro perjalanan yang belum berizin yang beroperasi. Peneliti
melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber
yang terdiri dari 2 pelaku usaha biro perjalanan belum berizin, 2 pelaku usaha biro
perjalanan sudah berizin, 1 pihak Asosiasi GIPI, 3 pihak DPMPTSP dan 1 pihak
Dinas Pariwisata. Penelitian ini menemukan dua faktor penyebab masih adanya biro
perjalanan yang belum mendaftarkan izin untuk dapat beroperasi. Hasil dari analisis
teori kemanfaatan Jeremy Bentham ditemukan bahwa pemerintah dan pelaku usaha
sudah berizin merasakan pain, pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya
merasakan pleasure dan wisatawan merasakan pain dan pleasure.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Biro Perjalanan, Teori Kemanfaatan Jeremy
Bentham.

 

 



ABSTRACT

This study aims to review travel agency licensing arrangements in NTB
Province (West Nusa Tenggara) which is then reviewed from Jeremy Bentahm's theory
of utilitarianism. This research is a normative research where in Law Number 10 of
2009 concerning Tourism and Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2018
concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism
Sector with juridical facts in the field it is found that there are still unlicensed travel
agents operating. The researcher collected data by conducting interviews with
informants consisting of 2 unlicensed travel agency business actors, 2 licensed travel
agency business actors, 1 GIPI Association, 3 DPMPTSP parties and 1 Tourism
Office. This study found two factors causing the existence of travel agencies that have
not registered permits to operate. The results of the analysis of Jeremy Bentham's
theory of utilitarianism found that the government and business owners have
permission to feel pain, business owners who have not registered their businesses feel
pleasure and tourists feel pain and pleasure.

Keywords: Business Licensing, Travel Agency, Jeremy Bentham's Utilitarianism
Theory.

 

 


